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PUTUSAN
Nomor 1028/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Dagang, tempat tinggal di RT.002 RW.011 Desa

Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten

Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat”;
MELAWAN

xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Sopir, bertempat tinggal dahulu di Dukuh Segalung
Kulon Desa Wringin Agung, Kecamtan Doro,
Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat”;---

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
20 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
tersebut Nomor 1028/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 20 Agustus 2013
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2001 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan
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tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam
Akta Nikah Nomor: 70/70/1/2001 tertanggal 23 Januari 2001 dan
setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak

sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh
Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
di rumah orang tua Penggugat di Desa Legokkalong Kecamatan
Karanganyar selama 5 tahun 7 bulan, telah berhubungan kelamin
(bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 10 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus
tahun 2006, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi/ meninggalkan
Penggugat sampai dengan sekarang selama 7 tahun dan selama itu
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan

sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa selama 7 tahun Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah
membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah
wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat
taklik angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah;--------------

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah
meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan
(9) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk

menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
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Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan
Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan
yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap

Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);------
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di
persidangan, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang menghadap
atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah,
dan sesuai berita acara relas panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan
Agama Kajen tanggal 26 Agustus 2013 Nomor 1028/Pdt.G/2013/PA.Kjn.
untuk persidangan tanggal 05 September 2013, dan berdasarkan berita
acara tersebut ternyata Tergugat tinggal di jakarta, nhamun Penggugat
menyatakan tidak tahu tempat tinggal Tergugat di Jakarta selanjutnya
Penggugat memohon untuk merubah alamat Tergugat dengan
menyatakan bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya
dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, maka untuk memanggil
Tergugat selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahuh 1975, namun sampai batas waktu

yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus

orang lain sebagai wakilnya yang sah;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat untuk bersabar dan tidak meneruskan gugatannya tetapi tidak

berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan
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surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:

3326075801650001, tanggal 14 Februari 2013, alat bukti tersebut

telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya

ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/70/1/2001 tanggal 23 Januari
2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karanganyar, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai

cukup, yang selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-
saksi, masing-masing yaitu:

1. xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpan, tempat tinggal
Rt.002 Rw.011, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan,
sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat
adalah ibu kandung saksi, keduanya adalah suami istri yang sah,
menikah pada tahun 2001 dan bertaklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di
rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;------

- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun, namun setelah 5 tahun kumpul tiba-tiba Tergugat

pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang telah pisah
rumah selama 7 tahun lebih, dan selama pisahan Tergugat tidak
pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya, selama itu pula
Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah
kepada Penggugat dan harta hartanyapun tidak ada;--------------------

2. XxXxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

Desa Legokkalong Rt 002 Rw 011, Kecamatan Karanganyar,
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Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai

tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah

pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 6 tahun, awalnya
rukun dan telah mempunyai 1 orang anak, setelah itu antara
Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah 7
tahun lebih dan Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;-
- Bahwa selama pisahan tersebut Tergugat telah membiarkan dan
tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada

harta yang ditinggalkannya;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan

tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan

menyatakan cukup serta mohon perkaranya diputus;
Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik

talak yang dijanjikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat

dalam keadaan suci;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
semua yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan
bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan
memeriksa kompetensi absolut dan relatif yang berkaitan dengan perkara
ini dan sebagaimana bukti P.1, maka perkara ini merupakan wewenang

Pengadilan Agama Kajen;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat,
keterangan saksi-saksi juga sebagaimana telah ternyata dalam bukti surat
P.2 (Kutipan akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan

sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan janiji

sighot taklik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak
hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap
di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah
tangganya pernah mengalami hidup bersama di rumah orang tua
Penggugat selama 5 tahun lebih dan telah mempunyai 1 orang anak,
dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 tahun
karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama pisah
tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah
kepada Penggugat; dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan
dengan keterangan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh
Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat; maka terbukti
bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang
dibaca oleh Tergugat setelah berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu
gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan pasal

19 hurf (b) jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;------------

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas
pelanggaran tersebut dan membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak di
dalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud.
Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan
keterangan dalam Kitab Syargawi Alat Tahrir Juz Il halaman 302 yang
berbunyi:
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Lolll uaisor Yos dgrgr @89 dtuay B Mo §le yo
Artinya : Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat,

maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu

sesuai dengan dhahirnya ucapan,
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak
berlawanan dengan hukum serta Tergugat telah dipanggil dengan resmi
dan patut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai
dengan maksud pasal 125 ayat (1) HIR jis pasal 26 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;------------------

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk menyerahkan satu helai salinan

putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar

putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada

Penggugat;
Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara

ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;-----------=--------
4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (xxxxx) terhadap

Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);----

Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan
salinan putusan ini apabila telah memperoleh kekuatan hukun tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp 481.000,- ( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah );--
Demikian putusan ini dijatuhkan di Kajen, pada hari Kamis, tanggal

27 Februari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir
1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim
Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu
juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh
M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

Dra. Hj. ERNAWATI Drs. H. MUTAWALLI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :
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1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
BAPP Rp 50.000,-
Biaya Panggilan Rp 390.000,-
Materai Rp  6.000,-
Redaksi Rp  5.000,-

o M 0D

Jumlah Rp 481.000,-

Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



